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a.

bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18

'Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak

Pembangunan [ diubah menjadi Pajak Hotel dan Restoran ;

bahwa DPeraturan Daerah Kotamadyas Daersh Tingkat Ii
Mojokerto Nomor 6 Tahun 1980 tentang Pemungutan Pajak
Pembangunan | perlu disesuaikan.

bahwe untuk melaksanakan penyesuaian sebagal mana
dimaksud huwruf b konsideran ini, perlu mengatur kembal
Pajak Hotel dan Restoran yang ditetapkan dalam Peraturan
Daerah. SIS

Undang - undang Nomor 17 Tshun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Pemerintahan Di Daersh (Lembaran Negara Tahun 1974
Nomor 38, Tambshan Lembaran Negara Nomor 3037} ;

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;

Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan
Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tshun 1997
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684) ;

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor
41, Tambahan I.embaran Negara Nomor 3685 ;

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686} ;
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Peraturan  Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Mojokerto  (Lembaran = Negara Tshun 1982 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 teniung
Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3258) ;

Peraturan: Pemerintash Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3691) ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemenntah Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negern Nomor 84 Tahun 1993

tentang Bentuk Peraturan Dacrah dan Peraturan Daerah
Perubahan ;

Keéputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997

‘tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negen Nomor 171 Tahun 1997
tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak
Daerah Dan Retribusi Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997
tentang tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kdtamadya Daerah Tingkat I

Mojokerto,

Menetapkan

MEMUTUSKAN

: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT I
MOJOKERTO TENTANG PAJAK HOTEL DAN RESTORAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

_ Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

a. Daerah, adalah Kotamadya Daerah Tmgkat Il Mojokerto ;

Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah
Tingkat I \dqokerto

Kepala Daerah, adalah Wahkotamadya Kepala Daerah
Tingkat IT Mojokerto ;

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu
dibidang Perpajakan Daersh sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku ;

"Dinas Pendapatan Daerah, adalah Dinas Pendapatan
Daérah Kotamadya Daersh Tmgkat 11 Mojokerto ;

Kas Daerah, adalah Kas Pemenntsh Kotamadya Dacrah
Tingkat [1 Mojokerto ;



. Pajak Hotel dan Resforan yang selanjuinya disebui Pajak,
adalah pungutan daerah atas pelayanan hotel dan restoran ;

. Hotel, adalah bgngunan yang khusus disediakan bagi orang
untuk dapat mengmap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan
atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk
bangunan lainnys yang menystu, dikelola dan dimiliki oleh
pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran ;

t. Restoran atau rumah makan, adalah tempat menyantap

makanan dan wt.u minuman yang disediakan dengan
dipungut bayaran, tidak fermasuk usaha jasa boga atau
THg ,

J. Pengussha hotel  dan restoran, adalah perorangan atau

badan dyang menyelenggarakan usaha hotel dan restoran
untuk dan atos namanya sendiri atau untuk dan atas nama
pihak lain yang menjadi tanggungannya ;

Surat*“~Pemberitahuan  Pajak Dacrah yang  selanjuinya
disingkat SPTPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib
Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran
- Pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan
perpgjakan daerah ;

Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat
SSPD, adalah surat yang digun oleh Wajib Pajak untuk
melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutan
ke Kas Daecrah atay ke tempat lain yang difetapkan ole
Kepala Daerah ;

- Surat Ke an Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat
SKPD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya
Jumish pajak yang terutang ;

. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang
selanjutnya dismgkat SKPDKB, adalah surat keputusan yanaﬁ
menen besarnya jumlah pajak yang terutang, juml
kredit pajak, Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak,
besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus
dibayar ;

. Surat  Ketetapan Pajak Daersh Kurang Bayar Tambahan,
ang selanjutnya disin SKPDKBT, adalsh surat
eputusan yang menen tambahan atas jumlah pajak

yang telah ditetapkan ;

. Surat  Ketetapan Il’ai:’ak Daerash Lebih Bayar, yang
selanjumya disingkat SKPDLB, adalah surat keputusan yang

menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena
kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidsk

- ‘Seharusnya terutang i PR

. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya
disingkat SKPDN, a:i!alah surat keputusan yang menentukan
umlah pajak yang terutang sama besamya deagan jumish

q;hkt pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit

pajak ; o .

. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang sclanjutnya disingkat
STPD, adalsh surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau

sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
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"BAB O
NAMA, QIYEK DAN SUBYEK PAJAK
Pasal 2
Dengan nama Paé1 Hotel dan Restoran dipungui Pajak atas
setiap pelayanan di hote! dan restoran

Obyek Pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan dongan
pembayaran dihotel dan restoran ;

ﬁek Pa]ak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal im

Fasilitas pen an atau fasilitas tinggal jangka pendek,
antara lamn : gubuk panwisata (cottage), motel, wisima
panwisata, pesanggmhan ostel), losmen dan rumah
penginapan termasuk rumah kos dengan jumlah kamar
15 atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah
- penginapan |

b.  Pelayanan unjang antara lain  telepon, faximil,
telex, foto copy pelayanan cuci, setrika, taksi dan
gengangkutan lainnya, yang dJscdlakan atau dikelola
otet .

c.  Fasilitas olahraga dan hiburan, antara lain Pusat
Kebugaran (fitnes center), kolam renang, tenis, golf,
l};a.raoke pub, diskotik, yang disediakan atau dikelola
otel

d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau

pertéemuan di hotel ; _
e.  Penjualan makanan dan atau minuman diterpat vang

disertai dengan fasilitas penyantapannya.

o Pasal3
Dikecualikan darn obyek pajak adalah :

Penyewaan rumah atau kamar, apartemen dan fasilitas
tempat tinggal lainmya yang tidak me.nyatu dengan hotel ;
Asrama dan pesantren ;

Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan di hotel yang
dipergunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran

Pertokoan, . pcrkantoran, perbankan, salon yang dipakai oleh
umum di hotel ;

Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan  oleh hotel

~dan dapat dimanfaatkan oleh umum ;

Pelayanan jasa boga/katering

Pelayanan yang disediakan oleh restoran atau rumsh makan
yang peredarannya tidak melebihi batas yang ditetapkan oleh
Kepala Daerah |

Pasal 4

Subyek Pagak Hotel dan Restoran adalah orang pnbadi atau
badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hote] dan
atau restoran |



(2) Wajib Pajak Hotel dan Restoran adalah pengusaha hotel dan
atau restoran. o
| BAB I
-+ DASAR PENGENAAN DAN TARIP PAJAK
o Pasal 5 '
Dasar Pengenasn Pajak adalah jumlah pembayaran yang
dilakukan kepada hotel dan atau restoran. .
| Pasal 6
Tarip pajak ditetapkan sebesar 10 % ( sepuluh prosen).

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN TATA CARA
PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 7

(1) Pajak yang terutang dipungut diwilayah Daerah ;

(2) _Begsa.mga pajak terutahig dihitung den%an cara mengalikan
tarif sebagaimana dimaksud dalam ]§asai 6 Peraturan Daerah ini
dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

o BABV
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
Pasal 8

Masa Pajak adalah jan waktu vang lamanya 1 (satu
bulml._] .Jgka .yg ya 1 (satu)

Pasal 9
_ Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pelayanan
dt hotel restoran.
" Pasal 10
(1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD ;
(2) SPTPD sebagaimana dimaksud gada ayat (1) Pasal ini harus

dits1 dengan jelas, benar dan len, serta ditandatangan oleh
Wajib Pajak atau kuasanya; = - '

(3) SPTPD _schagaimana 'dimaksud pada ayat (1) harus
disampaikan kepada Kepala Daersh selambat-lambatnya 15
(lima belas) hari setelah berakhimya masa pajak ;

(4) Bentuk, isi dan tata cara 1sian SPTPD ditetapkan
oleh Kepala Daerah. pengisis _ P
BAB VI
TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 11

(1) Berdasarkan SPTPD ' sebagaimana = dimaksud dalam
Pasal 10 ayat (1) Peratura” Daerah ini, Kepala Daerah
menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD ;
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Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal i
fidak atau kurang dibayar setelsh lewat waktu paling larma 30
(tige puluh) hari sejak SKPD diterima dikenakan canksi

. i berupa bunga sebesar 2 % (dua prosen) scbulan
dan di dengan menerbitkan STPD.

Pasal 12
Wajib  Pajak  yang membayar  sendii  SPTPD
seba%ﬂn}apa dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Per turan
Daerah ini digunakan untuk menghitung, memperhitugkan
dan menetapkan pajak sendiri yang terutang ;
Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terui agaya
pajek, Kepala Daerah dapat menrbitkan :
a. SKPDKB;
b. SKPDKBT ;
c. SKPDN.,

SKPDKB sebagaitnana dimaksud pada ayat (2) hunf a
Pasalhxidjtcrbftﬁgln: P d )

g Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau ketera:gan
lan pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar,
enakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 %

dua proser;{)sebtﬂan dihitung dari pajak yang kurang stau
terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua
puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak ;

b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam iangka waktu
yang ditentukan dan telah ditegur secara s, dikenakan
i administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua
prosen) sebulan dihitung dan pajak yang kurang atau
terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua
puluh empat) bulan dihitung sejak saat tenttangnya pajak ;
¢. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, paiak
yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenalin
sanl%m administrasi_berupa ken sebesar 25 % (¢ 1a
puluh lima prosen) dan pokok pajak ditambah sanisl
administrast berupa bunga sebesar 2 % (dua prose-)
sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau teriumb i
dibayar untuk dﬂ;ngka N palmg lama 24 (dua pulun
empat) bulan dihitung sejak sast terutangnya pajak.

SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b Pasal
ini diterbitken apabila ditemukan data baru atau das yang
semula belum ferungkap yang menyebabkan penar.bahan
jumlah pajak yanE . skan diken sanksi
administrast berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus prosen)
dari jumlsh kekurangan pajak tersebut ; -

SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ Pasal ini
diterbitkan apabil:,(glmrﬂah pajak yat;i terutang sama besamya
dmmmﬂqh kredit pajak afau pajak tidak terutang .an tidak
ada t pajak ;

Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB
dan SKPDKET sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
dan b Pasal ini tidak atau tidak sepenubnya dibayar dalam
jangke waktu yang telah ditentuksn, = ditagih dengan
menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi
berupa bunga 2 % (dua prosen) sebulan.

-
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Penambahan jumlsh pajak yang terutang sebagaimana

~ dimaksud pada ayat (4) tdak dikenakan apabila Wajib Pajak

~'melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
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| BAB VIl
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lam yang
ditunjuk oelh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam
SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD ;

Apabila pembayaran pajak dilakukan diterpat lain yang ditunjuk,
hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selamf:at-
‘lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh
Kepala Daerah ; :

Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) pasal im dilakukan dengan menggunakan SSPD.

. Pasal 14
Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas ;

Kepala Daersh dapst memberikan persetyjuan kepada Wajib
Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu
tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan ;

Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Pasal ini, ﬁams cﬂlakukan secara teratur dan berturut-turut Xsnnﬁm
dikenakan bunga sebesar 2 % (dua prosen) sebulan dan jumlzh
pajak yang belum atau kurang dibayar ;

Kepala Daerah at memberikan persetujuan kepada Wajib
Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang
ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan
bunga 2 % (dua prosen) sebulan dari jumlah pajak yang belum
atau kurang dibayar ; '

Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran
serta tata cara pembayaran angsuran dan pemundaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) Pasal ini, ditetapkan oleh
Kepala Daerah.

Pasal 15

Setiap pembayaran pajak sebagaimena dimaksud dalam Pasal 15
Peraturan Daergh ini diberikan tanda bukti pembayaran dan
dicatat dalam buku penenimaan ; .

‘Bentuk, jenmis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku

penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini
ditetapkan oféh Kepala ﬁaerah
BAB VI
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 16

Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejems
sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7
(tuguh) hani sejak saat jatuh tempo pembayaran;



(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) han setelah tanggal Surat
Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis,
Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang ;

(3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal mm d]kcluarkan
oleh Pejabat.

Pasal 17

(1) Apabila jumiah pajak yang masth harus dibayar tidak
dilunesi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam
Surat Teguran aizu Surat Peringatan atau surat lain yang
sejenis, jumlai pajak yang harus dlbayar ditagih dengan Surat
Paksa ;

(2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21
(dua puluh satu) han scjak tanggal Surat Tegura.n atau Surat
Peringatan atau surat lain yang sejents.

Pasal 18

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam
jangk: waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pembentahuan Surat
Paksz, Pejabat scgera mmerbltkan Surat Penntah Melaksanakan
Penyltaan : _

) pasa: 19 -

Setelah dilakukan penyitasn dan Wajib Pajak belum juga
melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) han sejak
tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan,
Pejabat mengajukan permintaan penetapan penetapan tanggal
pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 20

Setelah Kantor Leiang Negara mcnctapkan han tanggal, jam
dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan
segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 21

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk

pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah.
o BAB IX
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 22

(1) Kepala berdasarkan permohonan Wajib Pagak dapat
memberikan pengyrangan, keringanan dan pembebasan pajak ;

(2) Tata cara pemberian  pengurangan, keringanan dan
pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal
ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.
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. BAB X
TATA CARA PEMEETULAN, PEMBATALAN , PENGURANGAN
KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN
' SANKSI ADMINISTRASI

_ Pasal 23 -

Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan Wajib

Pajak dapat:

8. membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT
atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan
tulis, kesalahan hitung,., dan atau . kekeliruan dalam
penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah ; .

b. membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang
tidak benar ; :

¢. mengurangkan atsu menghapuskan - sanksi administrasi
berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang
dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan
Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya ;

Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan
dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrast atas
SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Pasal mi harus disampaikan secara
tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala Daerah atau Pejabat
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) han sejak tanggal diterirna
SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan
alasan yang jelas ;

Kepala Daerah atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejsk

~surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diterima, sudab harus membenkan keputusan ;

Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan scbagaimans
dimaksud pada ayat (3) Pasal ini Kepala Daerah atau Pejabat
fidek memberikan keputusan, permohonan pembetuian,
pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau
pengurangan sankst administrasi dianggap di kabulkan.

BAB XI
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 24

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala
Daerah atau Pejabat atas suatu : :

a. SKPD,
SKPDKB ;
SKPDKBT ;
SKPDLE ;
SKPDN.

© po o



(2) Permohonan keheratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pasal ini harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa
Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD,
SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh
Wajib Pajak, atau tanggal pemotongan/pemungutan oleh pihak
ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dengan
alasan yang jelas, kecuali apabila Wajib Pajak dapat
menunyukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi
karena keadaan diluar kekuasaannya ;

(3) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama
12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diterima, sudah
mc:mg,cﬁkari keputusan ;

(4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana

- dimaksud pada ayat (3) Pasal ini Kepala Daerah atau Pejabat
tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap
dikabulkan ;

(5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal
ini tidak menunda kewajiban membayar pajak.

L Pasal 25 ‘
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan
Pen¥ele$gian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulen
setelah diterimanya keputusan keberatan ;
(2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal
ni 1ngdak menunda kewa?ﬁaan membayarpajai.

Pasal 27
Apabila pengajuan keberatan sebagaimina dimaksud Pasal
25 Jeraturan Dacraﬁ i1 atau banding sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26 Peraturan Daerah ini dikabulkan sebagian atau seluruhnya,
kelcbihan pembayaran psjak dikembalikan dengan ditambah
irbalan bunga sebesar 2 % (dua prosen) sebulan untuk paling lama
2¢. (dua puluh empat) bulan.

BAB XIT
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PFEMBAYARAN PAJAK

 Pasal 27
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran paak kepada Kepala Daerah afu Pejabat
secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
a. Namadan alamat Wjib Pajak ;
b. Masa Pajak ;
¢. Besarnya kelebihan pcmbayarax_r:péjak; '
d.  Alasan yang jelas. B
(2) Kepala Daerah atau fl’friabat dalam jangka waktu paling lama
12" (dua belas) bulan sejak diterimanya permochonan

pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus memberikan keputusan ;



3) Apabﬂa laﬂﬁi“i waktu sebagaimana dimaksud 1da ayut éa.e
lampaui Kepala Daerah atau eabat t
membcnkan keputusan, permohonan pengembahan kelebihan

131 sjak dianggap dikab SKPDLB harus

terbi am waktu paling lama 1 (saru) bulan ;

(4 abﬂa Wapjb  Pajak mem al utan, ak lamnn a,
) than pem ayarana:]paj puny ans du%a]?s?ld pada ayat

‘(laLPas i lan ung per]rutun untuk meluna.s: terlebih
ulu utang pa:p dimaksud

(5) Pen embalian kelebihan pembay (})1 ajak dilakukan dalam
paling lama 2 (dua) bulan se%gic terbitkannya SKPDLB
Em menerb)ztkan Surat Perin Mcrnbayar Kelebihan

(6) A ab:]a cmbahan clebihan  pembayaran
sete lewat waktu 2 (dua) bu[a.n {’a.k
dltcrbltkamwa SKPDLB, Kepala ug at
memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua proscn) se
atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 28
Apablla kelebthan pembayaran pajak diperhitungkan dengan
% pajak a, sc agglmang aﬁgj aPam Pasa%l%!? ayat (4)
em ayar engar  cara
Eemmdah bukuan dan E y {)ukuan juga berlak% sebagai
ukti pembayaran.
BAB X1
KEDALUWARSA
Pasal 29

(1) Hak untuk mela.kukan en 8n_p ak, kedaluwarsa_ setelah
melampaui jangka nna un terhitung se |ak saat
terutangxg;m a.k, ecua.h apab a waglb pajek m

[ a di bidang perpajakan Daerah.

(2) Kedalywarsa penagih jak seb aimana dimaksud pada
ayat (1) pasal uutcrtanggtﬁxaj ag P
a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;

b.. Ada pengakuan utang pajak dan Wajib Pajak baik
langsung maupun tidak angstmg
BAB XIV.
KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

(1) Wajib P yang karena kealpaannya tidak menyampaikan
gf'P gau mengisx dengan np sk benar atau tzdzk le};lgkap
ata.u melampirkan keteran yang tidak benar schingga

an keuangan D dapat “dipidana_den an lda.na
kurun an m_g] lama 1 (satu) tahun aiau denda p anyak
2 {(dua ah pajak yang terutang ;

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD

~ atall mengisi dengangandak X ar atau tl)c,lakplmgkap atau
-~ melampirkan cterangan yang tidak benar sehingga merugikan
a5 ey i s s Sy Jengan pidar penara el
lama ua un an Cnda p any empat)
jumish pajak yang terutang.



Pasal 31
Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Passi 30
Peraturan Daerah ini tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu
10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pask atau berakhimya

Masa Pajak. ‘
| BAB XV
PENYIDIKAN
Pasal 32

(1) PBejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan
Pemenntah Daerah diberi wewenag khusus sebagai Penyidik
umuk  melakukan penyidikan tindak pidana dibidang
perpgjakan daerah scbaghimana dimaksud dalam Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

(2) Wewenang penyidik sebagaimaha dimaksud pada ayat (1)
Pasal int adalah :

8  Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana
‘dibidang perpajakan daersh agar keterangan atau laporan
tersebut menjadi lengkap dan jelas ;

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan
mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran
perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak
pidana perpajakan daersh tersebut ;

¢. Meminta keterangan dan bahan bukrti dan orang pribadi
atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang
perpajakan daerah ;
d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-
- dokumen lain berkerian dengan tindak pidana dibidang
perpajakan daerah ; .
e. Melakukan penggeledshan untuk mendapatkan bahan
bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain
serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut :

f Meminta bantuan tenaga shli dalam rangka pelaksanaan
tugas penyidikan nnafak pidana dibidang perpajakan
daerah ;

g Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang
berlangsung dan memeriksa sidentitas orang dan atau
dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf
¢ ayat (2) Pasal in1 ; . _ .

h.  Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana
perpajakan daerah ;

i Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan
diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;

I Menghentikan penyidikan ;



k  Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran
penyidikan tindek pidana di’ bidang perpajakan daerah
menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal int mem-
bcnytz_lahukan dimulainya penyidikan dan menyampatkan hasil
Ecnyldlkamya kepada Penuntut Umum  sesua  dengan

etentuan yang diatur dalam Undang-undanag Nomor 8 tahun

1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI
- KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33
Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 35

Dengen berlakunya Peraturan Daersh ini maka Peraturan
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 6 Tahun
1980 tanggal 18 Juli 1980 tentang Pemun. | Pajak Pembangunan
I (Lembaran Daerah Kotamadya Dae; Tiny, I Mojokerto
Nomor 2 A Tahun 1981 Seri’ A pada tanggal 27 Juni 1981),

dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 36
Peraturan Daerah imi mulai berlaku pada tanggal
drundangkan.

‘Agar supaya setiap orang dapat mengetahui-nya,
memenntahkan sengmldangan Peraturan Daerah 1 dengan

encmpatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah
ingkat I Mojokerto.
Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 27 Mei 1998
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT 1 TINGKAT I MOJOKERTO
MOJOKERTO
Ketua,
Cap. ttd. Cap. ttd.
SUHARTO SUNARYO, S.E. TEGOEH SOEIJONO, 8. K.

Disghkan dengan Keputusan Mentenn Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
975.55-120 tanggal 16 Pebruari 1999.

DIREKTORAT JENDERAL
PEMERINTAHAN UMUM DAN OTONOMI DAERAH
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah,
Cap. ttd

Drs. KAUSAR AS.



Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 11 Mojokerto
Tahun 1999 Ser1 A pada tanggal 13 April 1999 Nomor : 4/A. . -

An WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

MOJOKERTO
Sekretaris Kotamadya Daerah,
Cap. tt

Ir. T »HANDOKO LEPDO PRASTOWO

Pembina Tingkat 1
NiP. 510 040 490
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PENJELASAN
 ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT H MOJOKERTO
NOMOR 92 TAHUN 1998

TENTANG
PAJAK HOTEL DAN RESTORAN

PENJELASAN UMUM

Sesuai dengan Undang-indang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Pemenntehan D1 Daerah, Pajak merupakan sumber Pendapatan Dserah, agar
Pemenntsh Daerah dapat mengatur dan mengurus Rumah Tangga disampmg
penerimaan lain (subsidi/bantuan dan bagi Lasil pajak dan bukan pajak).

Sumber pendapatan dan Pajak Hotel dan Restoran diharapkan menjadi
sumber pembiayaan penyelenggaraan dan pembangunan untuk menmngkatkan dan
memeratakan, kesejahteraan masvarakat sejalan dengan tujusn yang ingin dicapai,
maka Peraturan Daersh ini men<tspan  ketentuan-ketentuan pokok yang
membetikan pedoman kebijaksanaan dea arashan bagi aparat Pemerintsh Daersh
dalarn melaksanakan pemungutan Paiak Hotel Dan Restoran, sekaligus menetapkan
pengaturan, penerapan prodedur urmum perpajakan daerah yang berpedoman pada
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah, oleh karena itu
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat [T Mojokerto Nomor 6 Tahun 1580
tentang Pemungutar: Pajak Pembangunan I yang ditetapkan pada tanggal 18 Juli
1980 perlu disesusikan dengan Peraturan Perundang-undangan dimaksud.

Sehubungen dengan hal tersebut, maka Pemerintsh Kotamadya Daerah

Tingkat II Mojokerto untuk mengatur kembali ketentuan mengenai Pajak Hotel Dan
Restoran dengan Peraturan daerah ini.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Pasal mi memuat istilah yang dipergunakan Peraturan
Daerah m1.

Dengan adanya pengertian tentang istilah tersebut
dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan
salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal
yang bersangkutan schingga baik wajib pajak maupun
aparatur dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dapat
berjalan lancar dan akhimya dapat dicapar tertib
admimstrasi.

Pengertian im diperlukan karena istilah - istilah tersebut
mengandung pengertian yang baku dan teknis bidang
perpajakan daerah.

Pasal 2 sampai
Dengan Pasal 23 : Cukup jelas ;

Pasal 25ayat(l) : Apabila Wajib Pajak berpendapat bahwa jumlah pajak
dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah dan pemungutan tidak
sebagaimana mestinya, maka dapat mengajukan keberatan
hanya kepada Kepala Daerah yang menerbitkan Surat
Ketetapan Pajak Daerah.



I

PENJELASAN
 ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT H MOJOKERTO
NOMOR 9 TAHUN 1998

TENTANG
PAJAK HOTEL DAN RESTORAN

PENJELASAN UMUM

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Pemeninteshan D1 Daerah, Pajak merupakan sumber Pendapatan Dserah, agar
Pemerintah Daersh dapat mengatur dan mengurus Rumah Tangga disampmg
penerimaan lain (subsidv/bantuan dan bagi Lasil pajak dan bukan pajak).

Sumber pendapatan dan Pajak Hote!l dan Restoran diharapkan menjadi
sumber pembiayaan penyelenggaraan dan pembangunan untuk meningkatkan dan
memeratakan, kesejahternan masvarakat sejalan dengan tujusn yang ingin dicapai,
maka Peraturan Daersh ini menctp'ssn  ketentuan-ketentuan pokok yang
membetikan pedoman kebijeksanaan dea arahan bagi aparat Pemerintah Daersh
dalam melaksanakan pemungutan Peiak Hotel Dan Restoran, sekaligus menetapkan
pengaturan, penerapin prodedur urmum perpajakan daerah yang berpedoman pada
Undang-undang Noynor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Dacrah, oieh karena itu
Peraturan Daerah Kotamadya Daersh Tingkat [I Mojokerto Nomor 6 Tahun 1980
tentang Pemungutar: Pajak Pembangunan [ yang ditetapkan pada tanggal 18 Juli
1980 perlu disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan dimaksud.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pemerintah Kotamadya Daersh

Tingkat I Mojokerto untuk mengatur kembali ketentuan mengenai Pajak Hotel Dan
Restoran dengan Peraturan daerah ini.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Pasal m memuat istilah yang dipergunakan Peraturan
Daerah in.

Dengan adanya pengertian tentang istilah tersebut
dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan
salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal
yang bersangkutan schingga baikk wajib pajak maupun
aparatur dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dapat
berjalan lancar dan akhimya dapat dicapa tertib
administrasi.

Pengertian im diperlukan karena istilah - istilah terscbut
mengandung pengertian yang baku dan teknis bidang
perpajakan daerah.

Pasal 2 sampai
Dengan Pasal 23 : Cukup jelas ;

Pasal 25ayat(I) : Apabila Wajib Pajak berpendapat bahwa jumlah pajak
dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah dan pemungutan tidak
sebagaimana mestinya, maka dapat mengajukan keberatan
hanya kepada Kepala Daerah yang menerbitkan Surat
Ketetapan Pajak Daerah.



ayat (2)
ayat (3)
ayat (4)
ayat (5)

Pasal 25
Pasal 26

Pasal 27 sampa
Dergan Pasal 35

Keberatan yang ¢'ajukan adalah terhadap materi atau isi dar
Ketetapan dengar membuat perhitungan jumlah yang
seharusnya dibayar menurut perhitungan Wajib Pajak dan
keberatan tersebrt harus diajukan untuk satu tahun Pajak
Hotel dari Restor.n. ‘

- hutuf a sampa

dengan huruf ¢ : Cukup jelas;
Cukup jelas ; ’ B
Cukup jelas ;
Cukup jelas ;
Ketentuar: ini dimaksudkan agar Wajib Pajak tidak
menghindarkan kewajiban untuk membayar pajak yang telzh
ditetspkan dengen dalih mengajukan keberatan sehingga
dapat dicegah terganggunya penerimaan daerah ;
Cukup jelas ; -
Imbalan bunga dihitung sejak bulan perlunasan sampai
diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah lebih banyak ;

Cukup jelas.




